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ABSTRAK 

 Demokratisasi di Indonesia, kembali terbuka pada era reformasi yang 

diikuti multipartai, langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan jujur, adil 

(Jurdil). Pemilu tersebut menurut Miriam Budiardjo termasuk pemilu yang paling 

demokratis sehingga mendapat pujian dari dunia Internasional. Demikian juga 

pada pemilu 2004, Miriam Budiardjo kembali menegaskan bahwa pemilu 

legislatif dan pemilihan presiden tahun 2004 merupakan tonggak sejarah politik 

penting dalam sejarah politik Indonesia modern karena terpilihnya presiden dan 

wakil presiden didahului oleh terpilihnya anggota-anggota legislatif telah 

menuntaskan demokratisasi di bidang lembaga-lembaga politik di Indonesia.  

Ketentuan mengenai pemisahan Pileg dan Pilpres sebagaimana tertera dalam  UU 

Nomor 42 Tahun 2008 sudah pernah dimohonkan uji materi ke MK. Akan tetapi 

MK melalui putusannya Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 menolak permohonan uji 

materi tersebut. Dalam pertimbangannya MK menilai bahwa pemisahan Pileg dan 

Pilpres dinilai sebuah konvensi ketatanegaraan. Maka MK dalam putusannya 

memperkuat posisi undang-undang yang memisahkan Pileg dan Pilpres. Tetapi 

dengan lahirnya putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, MK secara tegas menyatakan 

bahwa pemisahan pelaksanaan Pileg dan Pilpres adalah inkonstitusional karena 

tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial. Selanjutnya, dengan 4 

alasan yang menjadi pertimbangan MK menyimpulkan bahwa Pemilu serentak 

adalah konstitusional. Diselenggarakan dengan menggabungkan pelaksanaan 

Pilpers dan Pileg dalam rangka penguatan sistem presidesial yang terdapat dalam 

UUD 1945. Dalam Pemilu serentak 2019 terdapat beberapa indikator demokrasi 

yang telah diuraikan. Rumusan masalahnya, bagaimana pelaksanaan pemilihan 

umum serentak dalam perspektif demokrasi? Apakah pemilu serentak itu telah 

memenuhi indikator demokrasi?    

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menelaah buku-buku 

yang relevan dengan judul penelitian, mengklasipikasi data yang ada dengan 

menggunakan kontens analisis atau cros cek terhadap data-data yang telah ada lalu 

dianalisa sedemikian rupa untuk dijadikan bahan penulisan skripsi.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam perspektif demokrasi, 

pelaksanaan pemilu serentak Pilpres dan Pileg yang ditetapkan keabsahannya oleh 

putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam kerangka memperkuat system 

presidensial. Namun penentuan presidential threshold dalam system pemilu 

serentak dipandang berlebihan karena antara Pilpres dan Pileg dilaksanakan 

berbarengan sehingga tidak dibutuhkan ambang batas itu.  Uncompatible itu 

diperlihatkan dari hasilnya yang tidak memperkuat peta koalisi melainkan 

pergerakan koalisi di tubuh partai oposisi. Karenanya terdapat indikator 

demokrasi secara formil namun tidak secara materiel. Indikatornya adalah tidak 

efektifnya mesin penghitung elektronik KPU sehingga menimbulkan kontroversi 

kevalidan penghitungan yang berujung pada gugatan hasil Pilpres di MKRI, 

kedua, sulitnya mengontrol perolehan suara caleg dari TPS Kelurahan, 

Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga di tingkat Nasional sehingga modus 

penambahan suara dan hilangnya suara caleg sangat dimungkinkan. 

Kata kunci: Pemilu, Pemilu serentak, demokrasi, dan konstitusi. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Berbicara mengenai pemilihan umum merupakan konsekuensi dari sebuah negara 

demokrasi yang diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 

1945).
1
 Sebagai negara demokrasi, Indonesia juga mengatur perihal pelaksanaan 

pemilihan umum dan termaktub dalam UUD 1945. Pemilihan Umum Presiden 

dan Wakil Presiden merupakan bagian dari skema pemilihan Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) yang terdapat dalam Pasal 22 E (2) UUD 1945. 

Dilihat dari perkembangan politik dan hukum ketatanegaraan di Indonesia 

berjalan pesat pasca dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat RI pada kurun waktu 1999-2002. Salah satu dimensi 

perkembangan sebagaimana dimaksud ditandai dengan adanya penguatan 

demokrasi partisipatif oleh rakyat dalam kancah suksesi kepemimpinan nasional 

melalui sarana penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 

yang diselenggarakan secara langsung. Sebagaimana amanat UUD Negara 

Republik Indonesia khususnya Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa, “Kedaulatan 

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. 

                                                           
1
Dalam Pasal tersebut, dikatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini bermakna bahwa penyelenggara pemerintahan harus 

mendapatkan legitimasi dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Lihat Jacob Oetama, 

Suara Nurani: Tajuk Rencana Pilihan 1999-2001, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), hlm. 

88. 



2 

Selanjutnya ketentuan Pasal 6A Ayat (1) mengamantkan pula bahwa, “Presiden 

dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. 

Ide atau  gagasan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung 

lahir dan diimplemetasikan dalam sistem politik Indonesia dengan latar belakang 

potret buram tirani kekuasaan pada rezim orde lama dan orde baru. Pada masa 

orde lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno terjadi  pelanggaran 

terhadap konstitusi tatkala Soekarno menerima pengangkatan dirinya sebagai 

Presiden seumur hidup menyusul dikeluarkannya TAP MPRS yang mengatur 

bahwa: “Dr. Ir Soekarno (Mr. Soekarno), Pemimpin Besar Revolusi Indonesi, 

yang sekarang Presiden Republik Indonesia, dengan rahmat Tuhan Yang Maha 

Esa dengan ini menjadi Presiden Indonesia seumur hidup”. Demikian halnya 

praktek ketatanegaraan pada masa orde baru di bawah rezim kekuasaan Presiden 

Soeharto yang menerapkan secara ketat sistem satu partai. Meskipun secara 

formal terdapat tiga partai antara lain Golkar, PPP, dan PDI. Guna memperketat 

kontrol terhadap partai yang ada Pasal 14 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1985 tentang Partai Politik memberi kewenangan kepada Presiden untuk 

membubarkan partai yang tidak sesuai dengan tujuan negara.
2
 Praktek demokrasi 

di era orde baru bisa di bilang belum tercipta pelembagaan demokrasi yang 

substansial. Kondisi ini terjadi mengingat bahwa proses pelembagaan demokrasi 

itu pada pokoknya sangat ditentukan oleh pelembagaan organisasi partai politik 

sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi itu sendiri. Karena itu 

menurut Yves Meny dan Andrew Knapp mengutarakan bahwa, “A democratic 

                                                           
2
Denny Indrayana, Amandemen UUD 1945 (Antara Mitos dan Pembongkaran), (Jakarta: 

Penerbit Mizan, 2007), hlm. 140-141  
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system without political parties or with a single party is impossible or at any rate 

hard to imagine”.
3
 Suatu sistem politik dengan hanya 1 (satu) partai politik sulit 

sekali dibayangkan untuk disebut demokratis, apalagi jika tanpa partai politik 

sama sekali. 

Dalam perkembangannya dengan menelisik aspek sejarah amandemen 

terhadap UUD 1945 menunjukkan bahwa wacana Pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden merupakan topik yang hangat diperdebatkan oleh berbagai kalangan 

dalam proses amandemen. Perdebatan sebagaimana dimaksud mengemuka sejak 

Rapat BP MPR ke 2 pada 6 Oktober 1999 terutama mengenai isu seputar apakah 

pasangan Presiden dan Wakil Presiden tetap dipilih oleh MPR sebagaimana pasal 

6 Ayat (2) UUD 1945 ataukah dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu 

pemilihan umum. Dalam rapat Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP 

menyinggung soal perlunya perubahan tata cara Presiden dan Wakil Presiden 

menjadi lebih terbuka dan demokratis.
4
 

Dalam praktek ketatanegaraan di masa transisi demokrasi yang berlangsung 

pada kurun waktu 1998 sampai saat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari upaya untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi yang tangguh dan handal. 

Momentum transisi demokrasi di era reformasi ditandai dengan penyelenggaraan 

Pemilu 1999 yang merupakan pemilu pertama pada masa reformasi yang diikuti 

oleh 48 partai politik. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 

                                                           
3
Yves Meny dan Andrew Knapp dikutip dari Jimly Asshidiqie, Kemerdekaan Berserikat, 

Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 55.  

4
Lukman Hakim Saifuddin dikutip dari Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah 

Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002), (Jakarta: Mahkamah 

Konstitusi, 2010), hlm. 240.  
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secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sistem Pemilu 1999 sama dengan 

Pemilu 1987 yaitu sistem perwakilan yang digunakan bersifat berimbang 

(proporsional) dengan stelsel daftar. Lintasan sejarah perkembangan Pemilu pada 

tahun 2004 merupakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih 

langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih 

langsung Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2004 diselenggarakan secara 

serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 Anggota DPR, 128 

Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/ 

Kota) se-Indonesia periode 2004-2009. Sedangkan untuk memilih Presiden dan 

Wakil Presiden untuk masa bakti 2004-2009 diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 

2004 (putaran I) dan 20 September 2004 (putaran II).
5
 

Pemilu 2004 dilaksanakan dengan sistem yang berbeda dari pemilu-pemilu 

sebelumnya. Pemilu untuk memilih Anggota DPR dan DPRD (termasuk 

didalamnya DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dilaksanakan dengan 

sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka 

dan diikuti oleh 24 partai politik. Partai politik akan mendapatkan kursi sejumlah 

suara sah yang diperolehnya. Perolehan kursi ini akan diberikan kepada calon 

yang memenuhi atau melebihi nilai BPP. Apabila tidak ada, maka kursi akan 

diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut. Pemilu untuk memilih Anggota 

DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. 

Pada periode berikutnya Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga pada masa 

reformasi yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009 untuk 

                                                           
5
 Komisi Pemilihan Umum, Modul 1 Pemilu Untuk Pemula, (Jakarta: KPU RI, 2010), hlm. 

5 
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memilih 560 Anggota DPR, 132 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD 

Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2009-2014. 

Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2009-

2014 diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 (satu putaran). Pemilu 2009 untuk 

memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan 

dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon 

terbuka. Kursi yang dimenangkan setiap partai politik mencerminkan proporsi 

total suara yang didapat setiap parpol. Mekanisme sistem ini memberikan peran 

besar kepada pemilih untuk menentukan sendiri wakilnya yang akan duduk di 

lembaga perwakilan. Calon terpilih adalah mereka yang memperoleh suara 

terbanyak. Untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik 

berwakil banyak. Distrik di sini adalah provinsi, di mana setiap provinsi memiliki 

4 (empat) perwakilan.
6
 

Pemilu tahun 2014 yang diselenggarakan 9 April 2014 untuk memilih 

perwakilan rakyat yang akan duduk di lembaga DPR, DPD, dan DPRD 

Provinsi/Kota serta Pemilihan Umum untuk Presiden dan Wakil Presiden sama 

halnya dengan Pemilu pada tahun 2009 dalam konteks konstruksi norma hukum 

peraturan perundang-undangan di Indonesia Pemilihan Umum untuk Presiden dan 

Wakil Presiden dilaksanakan setelah Pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan 

DPRD sebagaimana amanat Pasal 3 ayat 5 UU Nomor 42 Tahun 2008. Namun 

demikian di tengah keberlakuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud terdapat 

keinginan dari masyarakat yang memiliki legal standing untuk mengajukan uji 

                                                           
6
Komisi Pemilhan Umum, Buku Saku Pemilu 2009, (Jakarta: KPU RI, 2009), hlm. 10.  
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materiil terhadap sejumlah Pasal-Pasal di dalam ketentuan Undang-Undang Pileg 

karena dianggap terdapat kerugian konstitusional yang ditimbulkan sebagaimana 

akibat pengaturan mengenai mekanisme sistem pemilihan umum untuk memilih 

560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi 

maupun DPRD Kabupaten/ Kota) se-Indonesia periode 2014-2019. 

Pada tahun 2019 saat ini momentum perhelatan pesta demokrasi rakyat baru 

saja selesai diselenggarakan pada 17 April 2019  lalu untuk memilih 575 Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

serta anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk 

periode 2019 – 2024. Pemilu Legislatif tahun 2019 ini juga dilaksanaan 

bersamaan dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 

2019.
7
 

Beranjak dari praktek ketatanegaraan mengenai proses politik dalam ranah 

pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud di  atas 

maka menarik untuk dilakukan refleksi dan evaluasi terhadap mekanisme sistem 

pemilihan umum serentak yang berlaku di Indonesia. Gagasan pelaksanaan 

Pemilu serentak oleh penyusun dimaknai sebagai momentum untuk melakukan 

penataan demokrasi agar masa transisi demokrasi yang berlangsung dapat secara 

stimulan bergeser pada upaya untuk menuju konsolidasi demokrasi sehingga 

stabilitas politik dan keamanan negara dapat di kontrol dengan baik. Terwujudnya 

                                                           
7
Anonim, “Daftar Partai Politik Peserta PEMILU 2019”, dalam 

https://ilmupengetahuanumum.com/daftar-partai-politik-peserta-pemilu-2019/, diakses tanggal 30 

Oktober 2019. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://ilmupengetahuanumum.com/daftar-partai-politik-peserta-pemilu-2019/
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stabilitas dimaksud dengan sendirinya diharapkan akan mampu menopang kinerja 

pembangunan Pemerintahan yang terpilih agar tidak disibukkan dengan berbagai 

konflik politik yang terjadi. 

Namun demikian dalam tataran praksis proses konsolidasi demokrasi 

menekankan pada proses pencapaian legitimasi yang kuat sehingga semua aktor 

politik yang signinikan, baik pada level massa maupun elite, percaya bahwa 

pemerintahan demokratis adalah yang paling tepat bagi. Proses konsolidasi sangat 

memerlukan keyakinan pada legitimasi sistem demokrasi dan komitmen untuk 

melakukannya. Dengan kata lain, konsolidasi demokrasi memerlukan lebih dari 

sekadar lip service bahwa demokrasi pada prinsipnya merupakan sistem 

pemerintahan terbaik, tetapi demokrasi juga komitmen normatif itu dibatinkan dan 

dicerminkan (habituation) dalam perilaku politik, baik di lingkungan elit, 

organisasi, maupun masyarakat secara keseluruhan. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang  masalah di atas, penyusun memandang bahwa 

dibutuhkan adanya refleksi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem 

pemilihan umum serentak di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam 

penulisan karya ilmiah ini penulis hendak memaparkan isu hukum (legal issue), 

yaitu: 

1. Bagaimana pelaksanaan pemilihan umum serentak dalam perspektif 

demokrasi?  

2. Apakah pemilu serentak tersebut telah memenuhi indikator demokrasi?   
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:  

a. Untuk menjelaskan pelaksanaan pemilihan umum serentak dalam 

perspektif demokrasi.  

b. Untuk menjelaskan apakah pemilu serentak tersebut telah memenuhi 

indikator demokrasi.  

 

2. Kegunaan Penelitian 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk menjawab dan 

memaparkan isu hukum (legal issue) serta dapat memberikan kontribusi 

pemikiran hukum  tata negara dalam merespon perubahan sistem pemilihan 

umum serentak di Indonesia. Sedangkan secara praktisnya dapat digunakan 

seabagai sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum  tata negara dalam 

penerapan sistem pemilu serentak di Indonesia. 

  

D. Telaah Pustaka 

Berdasarkan penelusuran penyusun terhadap beberapa karya ilmiah yang berupa 

skripsi, penyusun menemukan beberapa skripsi yang berkaitan dan mempunyai 

relevansi yang mirip dengan topik skripsi yang akan di tulis. Akan tetapi, dari 

beberapa judul skripsi tersebut, terdapat perbedaan pembahasan antara penyusun 

skripsi yang sebelumnya dengan skripsi yang sekarang. Beberapa skripsi yang 

berhubungan dengan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: 
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Pertama, penelitian yang dilakuukan Wahyu Widodo “Pelaksanaan 

Pemilu Serentak Tahun  2019 Ditinjau dari Perspektif Politik dan Hukum”
8
. 

Penelitian ini menguraikan penemannya  bahwa perspektif politik memandang 

pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 mengacu pada Keputusan Mahkamah 

Konstusi yang lebih condong untuk mengedepankan sisi politik ketimbang hukum 

ini dinilai mampu memberikan garansi terhadap legitimasi partai politik terhadap 

Mahkamah Konstitusi. Pada hakikatnya apapun yang diputuskan oleh Mahkamah 

Konstitusi merupakan sebuah keputusan final, dimana Mahkamah Konstitusi 

merupakan Lembaga Negara yang berhak mengartikan dan menafsirkan 

konstitusi. Konstruksi hukum pemilu serentak pada tahun 2019 mengacu pada 

Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memperbolehkan pemilu 

serentak di seluruh wilayah NKRI, secara sah tidak bertentangan dengan 

ketentuan UUD NKRI Tahun 1945. 

Kedua, Ratnia Solihah “Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 

dalam Perspektif Politik”.9 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Padjadjaran Indonesia. Menurut hasil penelitian, dalam mewujudkan pemilihan 

umum 2019 antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, ada beberapa hal 

yang menjadi peluang dan tantangan dalam perspektif politik, baik untuk parpol, 

pemerintah, pemilih, dan penyelenggara pemilu. Untuk itu, diperlukan upaya-

upaya terkait bagaimana merancang pemilihan yang serentak dalam perspektif 

                                                           
8
Wahyu Widodo “Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau dari Perspektif Politik 

dan Hukum”,  dalam Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang dalam 

Jurnal Meta-Yuridis Vol.1 No.1 Tahun 2018, hlm. 22-36 

9
 Ratnia Solihah “Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik”. 

Dalam Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran 

Indonesia 
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politik, yakni dengan mereformasi sistem perwakilan, sistem pemilihan, sistem 

kepartaian, dan dalam melaksanakan pemilihan umum serentak 2019 memiliki 

tujuan menciptakan pemerintahan yang efektif.  

Keempat, penelitian Ayon Diniyanto, “Mengukur Dampak Penerapan 

Presidential Threshold di Pemilu Serentak Tahun 2019”.
10

  Berdasarkan hasil 

penelitian ini dikemukakan bahwa Penerapan presidential threshold di Indonesia 

memang telah ada sejak diselenggrakannya Pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden secara langsung pada tahun 2004. Ketika itu, Pemilu tahun 2004 sampai 

dengan tahun 2014 dilaksanakan dengan dua tahap dan dua instrumen. Kondisi 

tersebut tidak terlalu berdampak terhadap presidential threshold. Walaupun masih 

ada masyarakat yang melakukan uji materil terkait dengan penerapan presidential 

threshold. Memasuk Pemilu tahun 2019, kondisi berbeda dengan Pemilu 

sebelumnya. Pemilu tahun 2019 dilaksanakan secara serentak. Konsekuensinya 

akan ada pihak-pihak yang dirugikan. Partai politik yang tidak mempunyai jumlah 

kursi sesuai presidential threshold dapa dipastikan harus berkoalisi terlebih 

dahulu untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Partai politik baru 

mengalami kerugian yang lebih. Partai politik baru dipastikan tidak dapat 

mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Partai politik baru hanya dapat 

berkampanye untuk calon Presiden dan Wakil Presiden. Kerugian yang dialami 

oleh partai politik lama atau baru merupakan dampak dari penerapan presidential 

threshold di Pemilu serentak tahun 2019.  

                                                           
10

Ayon Diniyanto, “Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu 

Serentak Tahun 2019”, dalam Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Negeri 

Semarang, dalam Jurnal Indonesian State Law Review, Vol. 1 No. 1, Oktober 2018, hlm. 83-90. 
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Beberapa karya ilmiah di atas adalah penelitian yang menurut penyusun 

mempunyai tema dan masalah yang hampir sama dengan permasalahan yang akan 

diangkat oleh penyusun. Penyusun tidak menafikan menampik bahwa selain 

karya-karya di atas, masih banyak lagi penelitian-penelitian yang mengangkat 

masalah pemilu serentak dan konsilidasi demokrasi berdasarkan perspektif  

konstitusional. Namun, sejauh tinjauan yang dilaksanakan penyusun, belum ada 

penelitian yang membahas secara khusus tentang tema pemilu serentak dan 

konsilidasi demokrasi berdasarkan perspektif  konstitusional tersebut.  

 

E. Kerangka Teoretik 

Kerangka Teoritik ini berisikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan yang 

akan dibahas, Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut; 

1. Teori Negara Hukum 

 Pasal 1 ayat (30) UUD 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. 

Oleh karna itu peegasan ini dapat dipahami bahwa segala tindakan yang dilakukan 

atau diputuskan oleh alat kelengkapan negara dan masyarakat harus kepada dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang menunjukkan bahwa negara 

hukum Indonesia menganut adanya supremasi hukum/kekuasaan tertinggi dalam 

negara adalah hukum. Konsep Negara Hukum Anglo Saxon berkembang di 

Inggris dan Amerika dan dikenal dengan sebutan The Rule of Law. 

 Menurut A.V Dicey, di negara penganut konsep rule of law melekat ciri-

ciri tertentu dalam bentuk asas-asas sebagai berikut:
11

 

                                                           
11

 Mardenis,Pendidikan Kewarganegaraan dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa, 

(Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 50. 
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a. Supremasi hukum/kekuasaan tertinggi dalam negara adalah 

hukum(supremacy of law); 

b. Kesamaan dalam hukum (equality of law); dan 

c. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. 

 Persamaan dengan konsep rechtstaat, yakni terletak pada adanya 

keinginan untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi 

manusia, sedangkan pada negara Anglo Saxon lebih menekankan pada prinsip 

persamaan di depan hukum, persamaan antara rakyat dengan pejabat negara, harus 

juga tercermin dalam lapangan peradilan, karena itu dipandang perlu 

menyediakan sebuah peradilan khusus untuk pejabat negara. 

 Jika dikaitkan dengan ciri-ciri negara hukum Eropa Kontinental dan 

Anglo Saxon, negara Indonesia tidak secara tegas mengacu pada salah satu dari 

dua bentuk negara hukum tersebut, negara hukum Indonesia mengintegrasikan 

(Mahfud:konsep prismatik) nilai-nilai positif dari keduanya. 

 Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
12

 

a. Adanya supremasi hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945); 

b. Adanya pemisahan kekuasaan (Pasal 2 s/d Pasal 24C UUD 1945); 

c. Adanya pemerintahan berdasarkan UUD (Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 

ayat (1) UUD 1945); 

d. Adanya kesamaan di depan hukum (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945); 

e. Adanya peradilan administrasi negara (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945) 

f. Adanya jaminan perlindungan HAM (Pasal 28A s/d 28 J UUD 1945). 

                                                           
12

 Ibid., hlm. 51. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan 

hal-hal sebagai berikut: 

a. Nilai penting dari penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 dalam perspektif 

demokrasi terletak pada merealisasikan putusan MK Nomor 14/PUU-

XI/2013 yang secara tegas menyatakan bahwa pemisahan pelaksanaan 

Pilpers dan Pileg (seperti dalam pemilu 2004, 2009 dan 2014) adalah 

inkonstitusional bila dikaitkan dengan sistem pemerintahan peresidensial 

dari pembentuk UUD 1945 dulu. Padahal dalam putusan sebelumnya 

Nomor 51-52-59/PUU/-VI/2008 MK dalam putusannya menilai bahwa 

penyelenggaraan Pemilu  Presiden setelah Pemilu anggota Legislatif (seperti 

pemilu 2004, 2009 dan 2014) dinilai sah dan konstitusional sebagai sebuah 

konvensi ketatanegaraan. Artinya kebiasaan tersebut telah diterima dan  

terlaksana dalam penyelenggaraan Negara sehingga dianggap tidak 

bertentangan dengan hukum (konstitusi). Hasil dari Pemilu serentak akan tercipta 

iklim dan nilai demokrasi yang sehat antara dua lembaga pemerintahan yaitu Presiden dan 

DPR. Juga melalui Pemilu serentak para pejabat di kedua cabang kekuasaan ini tidak 

terjadi konflik kepentingan atau tidak terjadi potensi Sandra menyandra yang dapat 

memperlemah sistem pemerintahan presidensial.   Maka dalam rangka menegakkan 

demokrasi, pelaksanaan Pemilu serentak menjadi suatu keniscayaan.  
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b. Apakah Pemilu serentak 2019 tersebut telah memenuhi indikator demokrasi. 

Karena melalui Pemilu serentak para pejabat di kedua cabang kekuasaan ini tidak terjadi 

konflik kepentingan atau tidak terjadi potensi Sandra menyandra yang dapat 

memperlemah sistem pemerintahan presidensial.   Maka Pemilu serentak dengan 

sendirinya memenuhi indicator demokrasi. Bahkan dalam rangka tegaknya 

demokrasi di Indonesia, maka pelaksanaan Pemilu serentak menjadi suatu 

keniscayaan yang perlu diselenggarakan secara berkesinambungan. 

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka dapat disarankan prihal 

sebagai berikut:  

a. Disarankan kepada penyelenggara Pemilu serentak yang akan datang, agar 

terus melakukan penyempurnaan, pembenahan terhadap kekurangan 

pemilu yang terjadi selama ini. Karena dalam Pemilu serentak tersebut 

terdapat indokator-indikator demokrasi yang perlu ditegakkan.   

b. Disarankan kepada warga Negara dan penyelenggara Negara Republik 

Indonesia jika terjadi sengketa agar dapat diselesaikan secara damai dan 

berlapang dada juga sama-sama dapat menerima hasil dari permusyawatan 

yang disengketakan. Hal tersebut termasuk sikap dari seorang yang 

berjiwa demokrasi.   
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